KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 4/SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERHUTANAN SOSIAL

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

PROVINSI SUMATERA BARAT,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021
mengamanatkan mengatur bahwa pemberian
persetujuan pengelolaan Hutan Desa/Hutan Nagari dan
Hutan Kemasyarakatan dapat dilimpahkan oleh Menteri
kepada Gubernur setelah memiliki peraturan daerah
tentang Perhutanan Sosial;

. bahwa perhutanan sosial merupakan kebijakan

pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi
kemiskinan, pengangguran, ketimpangan penguasaan
pengelolaan kawasan hutan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menjaga keselestarian
hutan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan
iklim serta pengurangan emisi gas rumah kaca;

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal
22 Mei 2023 telah menyampaikan secara resmi Nota
Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perhutanan Sosial dan telah dibahas Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Kepala
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Perhutanan Sosial untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945;

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50359) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6806);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Kehutanan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan
Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 320);



Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian,
yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal
5 April 2024;

2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada
Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perhutanan

Sosial tanggal 15 November 2023;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat tentang Perhutanan Sosial untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan kesepakatan
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama, dan
ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur
Sumatera Barat.

KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEDUA diatas, merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal S April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

dto

SUPARDI



